
BUPATI BARITO SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN 
NOMOR 188.45/ 4 /2024

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI 
KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (3),
ayat (4) huruf a, dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dae rah, yang pada 
pokoknya menyebutkan Kepala Daerah selaku pemegang 
kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili 
Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, kemudian dalam melaksanakan kekuasaan 
dimaksud Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh 
kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah 
kepada Pejabat Perangkat Daerah yang salah satunya yaitu 
Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan 
Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati 
Barito Selatan tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada 
Sekretaris Daerah Sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan 
Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 
Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 
2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Pelimpahan Kewenangan Kepada Sekretaris Daerah Sebagai 
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 
2024.

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) Tahun 
Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 
mempunyai tugas sebagai berikut:

a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, 

rancangan Perubahan APBD, dan rancangan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;
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c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan 

Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perurndang-undangan; dan

f. memimpin TAPD.

Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit 
meliputi:
a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur 

pengelolaan keuangan daerah;
b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi

pemerintah daerah;
c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah 

daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai 
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah agar senantiasa 
berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab atas 
pelaksanaan tugasnya kepada Pj. Bupati Barito Selatan selaku 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 dan 
berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
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Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 fel2ru0.1I 2024

Pj. B IT AN,


